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Abstract: The purpose of this study is to determine and evaluate the form of KPU's responsibility for the use of sirekap in the 2024 Election. The research method used in this research is the normative research method by taking a statutory approach. The findings or results of this study are in the form of many mistakes that occurred in the 2024 election process due to sirekap, as for the findings, namely the Association for Elections and Democracy (Perludem) Foundation received complaints regarding the use of Sirekap which could not be accessed and could not even be used on voting day. This situation forced KPPS officers to upload C results to Google Drive, while the number of valid votes at polling stations was higher than the number of voters per polling station. Under these conditions, every upload of voting results by KPPS must go through a verification process before being displayed in the election results diagram on the KPU website. However, due to the accumulation of unverified data, some data was hampered to be displayed, so the KPU closed the temporary election result diagram on the day of the recapitulation. The issue of using Sirekap was also discussed in the election result dispute hearing held at the Constitutional Court. Sirekap mobile takes data from the C1 form. The results are made by handwriting using Optical Character Recognition (OCR) technology, but the writing on the C1 form which is handwritten by KPPS members at 822 thousand polling stations is difficult to read by OCR. The camera aspect is also a factor, because Sirekap mobile is installed on each KPPS mobile phone (hp) with different brand quality, so there are differences in the uploaded C1 form; some are clear, dim, white, or yellowish. In addition, folded paper can also cause misinterpretation by OCR.*Corresponding author: Daeng Harun, Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
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PENDAHULUAN
Di Indonesia, salah satu bentuk kedaulatan yang dikenal adalah kedaulatan rakyat. Kedaulatan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945) berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar . Melaksanakan kedaulatan itu bagi rakyat adalah dengan cara menentukan atau turut menentukan sesuatu kebijakan kenegaraan tertentu yang dapat dilakukan sewaktu-waktu menurut tata cara tertentu (Sulistiono and Boediningsih 2023). 
Dalam melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, perlu dibentuk lembaga permusyawaratan dan lembaga perwakilan rakyat yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum (selanjutnya ditulis Pemilu) yang dilaksanakan secara demokratis dan transparan atau keterbukaan. 
Pemilihan umum merupakan sarana demokrasi untuk mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat.  Dianutnya sistem demokrasi bagi bangsa Indonesia dituangkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang menyatakan bahwa Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia terbentuk dalam “susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat” dalam suatu “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia” (Putri, Laia, and Laia 2023). Hal ini menjadi penegasan bahwa demokrasi dianut bersama-sama dengan prinsip konstitusional karena pilihan terhadap demokrasi maupun kedaulatan rakyat yang ada di Indonesia saat ini diatur secara jelas dalam substansi UUD 1945.
Demokrasi menjadi sarana bagi rakyat untuk mengekspresikan dan mendukung aspirasi tertentu sehingga demokrasi memberikan kesempatan kepada rakyat untuk saling membentuk nilai dan prioritas bersama.  Dalam demokrasi modern, Pemilu selalu dikaitkan dengan konsep demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung, yang berarti keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan dilakukan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih sendiri oleh rakyat secara langsung dan bebas, sehingga hasil Pemilu haruslah mencerminkan konfigurasi dan aspirasi politik yang hidup ditengah-tengah rakyat. Konsep dan pemahaman yang demikianlah sebagai dasar pelaksanaan Pemilu di sepanjang perjalanan Pemilu di Indonesia.  
Indonesia sudah melaksanakan Pemilu pertama pada tahun 1955 hingga yang terakhir dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Dari banyak penyelenggaraan Pemilu, terdapat berbagai bentuk atau model penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, mulai dari Pemilu dengan sistem proporsional tertutup, sistem proporsional terbuka, Pemilu yang terpisah, hingga pelaksanaan Pemilu yang dilaksanakan secara serentak sebagaimana Pemilu terkahir di tahun 2024 (Nashrullah 2023).
Pemilu di tahun 2024 menjadi salah satu perhatian penting sebab pelaksanaan yang secara serentak tidak hanya terkait dengan Pemilu legislatif serta Presiden dan Wakil Presiden dihari yang sama, namun dalam rentan waktu yang tidak terlalu lama juga dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. 
Kompleksnya penyelenggaraan Pemilu di Indonesia juga semakin ditambah dengan sistem maupun desain Pemilu yang menjelang Pemilu selalu ramai dibahas untuk kemudian dilakukan perubahan. Salah satu perubahan sistem Pemilu di Indonesia ialah setelah adanya Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 menandai momentum bersejarah dimana pemilihan umum (Pileg dan Pilpres) di Indonesia yang sebelumnya dilaksanakan secara terpisah ditetapkan inkonstitusional dan kemudian dimulailah model Pemilu serentak yang telah dimulai pada tahun 2019.  
Pemilu Serentak sejatinya memang pertama kali dilaksanakan pada 2019 dan selanjutnya menandai sejarah dan babak baru perjalanan Pemilu di Indonesia. Sayangnya dalam implementasi ditemukan beragam problematika dan segudang catatan. Mulai dari pelaksanaan Pemilu yang rumit karena menggunakan 5 objek pilih, ditemukanya surat suara tidak sah sehingga menurunkan derajat keterpilihan, distribusi perangkat Pemilu yang tidak maksimal dan banyaknya petugas TPS yang meninggal. 
Oleh karena itulah, munculah gagasan penggunaan media berbasis teknologi dalam proses penghitungan suara dalam Pemilu berbasis internet. Sejatinya telah diingatkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menghimbau KPU untuk memastikan realibilitas, kredibilitas dan keamanan penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (SIREKAP) pada proses rekapitulasi suara dan penetapan hasil Pemilu.  Hal ini mengingat, pemerataan di negara ini yang dinilai masih belum sepenuhnya maksimal, dibuktikan dengan lemahnya sinyal internet pada hari peaksanaan Pemilu seperti di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan.  
Selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri telah menetapkan pelaksanaan pesta demokrasi yaitu Pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan Pemilihan Anggota Legislatif (DPR, DPD, DPRD) diselenggarakan pada 14 Februari 2024, sedangkan Pilkada Serentak Nasional pada 27 November 2024, yang semuanya menggunakan berbasis sistem dalam penghitungan suara.
Merujuk pada Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, bahwa  Sirekap ialah perangkat aplikasi berbasis tekhnologi informasi sebagai sarana publikasi hasil perhitungan suara dan proses rekapitulasi hasil perhitungan suara, serta alat bantu dalam pelaksanaan hasil perhitungan suara Pemilu 2024. Dalam konteks ini, sekalipun perubahan atau perbaikan sistem Pemilu merupakan hal penting, tetapi tanpa dibarengi dengan kualitas hasil yang dapat diukur dengan jelas, akan menjadi preseden buruk bagi kepercayaan masyarakat. 
Selain itu, persoalan yang timbul dan menjadi diskursus nasional adalah sistem perhitungan atau rekapitulasi suara nasional yang memanfaatkan penggunaan internet atau dalam Pemilu serentak 2024 berbasis aplikasi atau elektronik. Model ini merupakan sistem informasi tentang rekapitulasi penghitungan suara Pemilu yang dikembangkan oleh KPU, bertujuan terciptanya Pemilu yang profesional dan memberikan kemudahan bagi masyarakat mengakses informasi tentang Pemilu (Intani 2023).
Penggunaan Sirekap dalam Pemilu Serentak 2024 menghadirkan berbagai persoalan, selain belum diatur secara jelas dalam UU Pemilu, juga saat hari pemungutan suara banyak KPPS yang mengaku mengalami kendala mengakses Sirekap. Adapun temuan yang menjadi masalah dalam penggunaan sistem ini antara lain:
a. Ditemukan Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) memperoleh keluhan terhadap penggunaan Sirekap yang tidak bisa diakses, bahkan tidak bisa digunakan pada hari pemungutan suara. Kondisi yang demikian mendorong para petugas KPPS untuk mengunggah C hasil ke Google Drive. Jumlah suara sah di TPS juga terdata lebih tinggi dibanding jumlah pemilih per TPS.  Lebih lanjut, dengan kondisi yang demikian maka setiap unggahan hasil pemungutan suara KPPS akan melalui proses verifikasi sebelum ditampilkan dalam diagram hasil pemilu di website KPU. Tetapi karena terjadi penumpukan data yang belum terverifikasi, maka beberapa data masih terhambat untuk ditampilkan, sehingga KPU menutup diagram hasil pemilu sementara pada hari rekapitulasi tersebut. Persoalan terhadap penggunaan Sirekap ini juga dibahas dalam sidang sengketa hasil Pemilu yang dilangsungkan di Mahkamah Konstitusi. 
b. Sirekap mobile, mengambil data dari form C1 Hasil yang isinya dibuat dengan tulisan tangan menggunakan teknologi yang namanya Optical Character Recognition (OCR). Dalam konteks ini, tulisan pada form C1 yang merupakan tulisan tangan dari anggota KPPS di 822 ribu TPS sulit dibaca oleh OCR.
c. Aspek kamera. Sirekap mobile diinstal di masing-masing handphone (hp) KPPS. Seperti yang kita ketahui, merk hp berbeda-beda kualitasnya. Akibatnya terjadi perbedaan pada form C1. Ada yang jelas, ada yang remang-remang, ada yang warna putih, dan ada yang kekuning-kuningan.
d. Masalah kertas, dimana kertas terlipat bisa menimbulkan kesalahan interpretasi OCR .  
Lebih lanjut, apabila merujuk pada dasar hukum penyelenggaraan Pemilu yang masing menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 proses penghitungan suara pada Pemilu dilakukan secara konvensional dan berjenjang dari tahap TPS, Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, hingga penetapan rekapitulasi akhir di tingkat nasional. Dengan demikian, UU Pemilu sendiri hanya mengamanatkan penghitungan secara berjenjang dalam setiap tingkatan penyelenggara Pemilu. 
Sejatinya, Sirekap bukan alat hitung utama yang menentukan hasil pemilu 2024, hasil resmi pemungutuan suara tetap ditentukan lewat rekapitulasi berjenjang. Oleh sebab itu, kerancuan dalam pengolahan data pada aplikasi Sirekap dapat mempengaruhi persepsi terhadap penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Aplikasi Sirekap memang hanya alat bantu pencatatan suara. Namun sistem ini merupakan bagian dari akuntabilitas dan transparansi KPU dalam menyelenggarakan Pemilu, khususnya dalam penghitungan dan pencatatan suara. Dalam konteks ini, Sirekap dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk memiliki akses dalam melakukan pengawasan terhadap hasil Pemilu yang sementara berlangsung (Ahmad, n.d.).
Kekeliruan penggunaan Sirekap menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas dalam penghitungan dan pencatatan suara menjadi bermasalah. Akuntabilitas menurut Guy Peters adalah keterbukaan informasi bagi pihak luar, tanggung jawab dalam sisi hukum, partisipasi atau pelibatan hak warga negara untuk dapat mengoreksi kebijakan publik.
PEMBAHASAN
Menjalankan suatu sistem hukum atau bentuk kebijakan hukum yang baru untuk kemudian diharapkan maksimal pelaksanaannya sejatinya tidak bisa hanya ditentukan dari sistem yang dibentuk tersebut , namun juga harus menekankan pada manusia sebagai sumber daya pelaksananya. Sebaik-baiknya sebuah sistem atau kebijakan hukum dibentuk atau dibuat, namun tidak didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional dibidangnya, maka sistem atau kebijakan hukum tersebut sulit untuk mendapatkan hasil maksimal (Ginting 2020).
Dalam sebuah sistem hukum yang membutuhkan penegakan sekaligus menjalankan hukum dipengaruhi oleh sistem hukum yang ada. Dalam hal ini, Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa hukum itu terdiri dari komponen struktur, substansi dan kultur. 
a) Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
b) Komponen substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
c) Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, custom, ways of doing, ways of thinking, opinion yang mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat (Warassih 2011).
 Berkaitan dengan pendapat tersebut, maka berkaitan dengan penggunaan Sirekap, unsur struktur yaitu kelembagaan, baik kelembagaan secara umum maupun para sumber daya manusia yang berjenjang dari tingkat pusat hingga tingkat terbawah yakni para anggta PPS merupakan struktur yang seharusnya mendukung sekaligus memahami pelaksanaan dari Sirekap.
Pada prakteknya, KPU secara kelembagaan telah melakukan berbagai upaya dalam bentuk pelatihan hingga bentuk peningkatan kapasitas dari masing-masing penyeenggara Pemilu. Namun demikian, perihal kemampuan setiap SDM yang mengelola Sirekap tidak sepenuhnya memahami seluk beluk secara keseluruhan. Praktek yang demikian kemudian menggangu penggunaan Sirekap sehingga tidak maksimal digunakan. Para PPS yang tidak mengetahui perangkat yang digunakan hingga kesalahan pengunggahan data sebagaimana terjadi menunjukkan bahwa penyelenggara Pemilu juga turut berpengaruh pada tidak maksimalnya penggunaan Sirekap pada Pemilu 2024.
Uraian diatas menunjukkan bahwa adanya berbagai aspek yang mempengaruhi tidak maksimalnya penggunaan Sirekap atau bahkan mengarah pada kecenderungan kesalahan pada penggunaan Sirekap. Pada bagian akhir ini maka penting untuk menentukan bentuk pertanggungjawaban dari KPU secara kelembagaan.
Merujuk pada ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 UU Pemilu yang menjelaskan tentang tugas dan kewenangan dari KPU, maka sejatinya kesalahan yang terjadi dalam penggunaan Sirekap dalam Pemilu 2024, tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 13 Huruf D yakni KPU berwenang menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk Pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi perhitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara.
Persoalan yang dimaksud oleh penulis ialah sebelum penetapan dan pengumuman perhitungan suara tersebut, terjadi kesalahan yang diakibatkan oleh pilihan dari KPU itu sendiri yang menggunakan mekanisme penghitungan berbasis elektronik. Padahal, sebagaimana penulis telah uraikan pada bagian sebelumnya bahwa penggunaan Sirekap sebagai mekanisme penghitungan berbasis elektronik di Pemilu 2024 ini telah diingatkan oleh berbagai pihak. Hal ini menunjukkan bahwa KPU sebagai penyelenggara Pemilu tidak memperhatikan potensi kekeliruan dan kekacauan yang terjadi pada Pemilu 2024.
Uraian terhadap bentuk pertanggungjawbaan hukum yang ada diatas, maka dalam konteks persoalan KPU adalah bentuk Tanggungjawab Berdasarkan Unsur Kesalahan. Kesalahan yang dimaksud penulis adalah kesalahan membiarkan potensi kekeliruan penggunaan Sirekap yang telah disampaikan oleh berbagai pihak namun justru tetap tidak perhatikan oleh KPU. Bahkan, kesalahan terhadap penggunaan Situng pada pemilu 2019 tidak dipertimbangkan kembali oleh KPU.
Prinsip tanggungjawab berdasarkan unsur kesalahan (fault liability atau liability based on fault) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata (Eleanora 2018).  Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Dengan konteks yang demikian, maka secara jelas terbukti adanya unsur kesalahan yang dilakukan dengan tetap memaksakan penggunaan Sirekap walaupun masih terdapat kekurangan dan potensi kesalahan dalam penggunannya pada Pemilu 2024.
Lebih lanjut, sebagaimana dijelaskan oleh penulis pada bagian sebelumnya bahwa adanya kekeliruan penginputan dari para anggota KPPS dilapangan atau bahkan kesalahan jaringan dan server yang salah dalam mencatat hasil foto rekapitulasi suara tidak dapat dilimpahkan kesalahan tersebut pada anggota KPPS sebagai subjek hukum pribadi masing-masing anggota KPPS. Tanggungjawab hukum tersebut harus diambil alih oleh KPU secara kelembagaan sehingga kesalahan yang terjadi adalah tanggungjawab kesalahan yang dilakukan oleh dan secara kelembagaan.
Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil, KPU menyadari bahwa setiap kesalahan dalam proses rekapitulasi suara harus diatasi dengan cepat dan transparan. Pertanggungjawaban ini tidak hanya penting untuk memperbaiki kesalahan yang telah terjadi tetapi juga untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap proses pemilu di Indonesia. Oleh karena itu, KPU mengambil berbagai langkah untuk menanggulangi kesalahan dalam SIREKAP, yang mencakup pengakuan kesalahan , evaluasi dan investigasi internal, perbaikan sistem, peningkatan kapasitas dan pelatihan, kerjasama dengan pihak eksternal, penyediaan mekanisme pengaduan, penyempurnaan regulasi, edukasi publik, dan pengawasan berkelanjutan (Muliawati, n.d.).
Langkah-langkah pertanggungjawaban yang diambil oleh KPU bertujuan untuk memperbaiki sistem, meningkatkan keandalan teknologi, dan memastikan bahwa pemilu di Indonesia berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana KPU mengakui kesalahan yang terjadi dan bagaimana transparansi dalam proses ini menjadi langkah awal yang krusial. Dilansir dari majalah Kompas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan bahwa mereka akan melakukan perbaikan terhadap Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) untuk persiapan Pilkada Serentak 2024. Hal ini dilakukan sebagai respons terhadap berbagai tantangan dan masalah yang muncul pada penggunaan sistem ini sebelumnya.
Salah satu fokus utama perbaikan adalah meningkatkan akurasi dan transparansi sistem. KPU berencana untuk melakukan penguatan teknologi dan infrastruktur guna memastikan bahwa data yang masuk dan diproses oleh Sirekap lebih aman dan akurat. Selain itu, KPU juga akan meningkatkan pelatihan dan pendampingan bagi petugas pemilu di lapangan untuk memastikan mereka dapat menggunakan Sirekap dengan lebih efektif dan minim kesalahan.
KPU juga berencana untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk partai politik, organisasi masyarakat, dan lembaga pengawas pemilu, dalam proses perbaikan dan pengujian Sirekap. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak dapat memberikan masukan dan turut serta dalam memastikan sistem ini bekerja dengan baik saat digunakan dalam Pilkada Serentak 2024. Lebih lanjut, KPU juga akan melakukan uji coba sistem secara bertahap dan berkelanjutan sebelum pelaksanaan pilkada untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah sejak dini. Dengan berbagai langkah perbaikan ini, KPU berharap dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu dan hasil yang diperoleh melalui Sirekap (Media 2024). 
Hal ini sesuai dengan Tanggung jawab terhadap pihak lain (verantwoordelijkheid) adalah kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan dan menanggung beban untuk mengganti suatu kerugian tertentu karena kesalahannya. Kesalahan tersebut dapat terjadi di bidang hukum. dalam konteks ini, kesalahan tersebut adalah kesalahan yang tidak sesuai dengan azas Pemilu yang telah dijelaskan dalam UUD 1945 dan UU Pemilu.
1. Tanggung Jawab KPU Secara Administrasi
Dalam konteks pemilihan umum di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki tanggung jawab yang sangat krusial dalam memastikan bahwa setiap tahapan proses pemilu berjalan dengan baik, termasuk dalam penggunaan teknologi seperti Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap). Dalam ranah administrasi, tanggung jawab KPU meliputi berbagai aspek mulai dari persiapan dan pelaksanaan hingga pengawasan dan penanganan masalah. Berikut adalah uraian mendetail mengenai tanggung jawab KPU dalam ranah administrasi terkait penggunaan Sirekap. Pelatihan dan pengembangan kapasitas merupakan salah satu tanggung jawab utama KPU untuk memastikan bahwa Sirekap dapat digunakan dengan benar dan efektif. KPU harus mengidentifikasi kebutuhan pelatihan berdasarkan analisis tugas yang akan dilakukan oleh petugas, termasuk pemahaman mendalam tentang fungsi dan operasi Sirekap serta penanganan masalah yang mungkin timbul. Program pelatihan harus dirancang secara komprehensif dan terstruktur, mencakup teori dan praktik penggunaan Sirekap serta simulasi skenario untuk memastikan kesiapan petugas menghadapi situasi nyata. Pelatihan ini harus berkelanjutan dengan evaluasi rutin untuk menilai efektivitas program dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.
Pengembangan Prosedur Operasional Standar (SOP) yang jelas dan rinci adalah tanggung jawab berikutnya. SOP harus mencakup semua aspek operasional Sirekap, mulai dari setup awal, input data, verifikasi, hingga pelaporan hasil rekapitulasi, termasuk langkah-langkah kontingensi untuk menangani masalah teknis dan non-teknis. KPU harus mensosialisasikan SOP kepada seluruh petugas pemilu dan memastikan kepatuhan serta konsistensi dalam penerapannya. Pengawasan dan audit terhadap penggunaan Sirekap sangat penting untuk memastikan sistem berjalan sesuai peraturan. KPU harus membangun sistem pemantauan untuk deteksi dini terhadap kesalahan atau penyimpangan, melakukan audit berkala, serta menyediakan mekanisme pelaporan dan penanganan keluhan yang efektif untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Transparansi adalah kunci menjaga kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. KPU harus memastikan bahwa proses rekapitulasi suara menggunakan Sirekap dilakukan secara terbuka dan dapat diawasi oleh publik serta pemantau independen. KPU juga harus segera melakukan koreksi jika terjadi kesalahan dalam penggunaan Sirekap yang berdampak pada hasil rekapitulasi, serta menindak tegas pelanggaran sesuai peraturan (Wahyuni, n.d.).
KPU harus terus mengembangkan dan memperbarui teknologi Sirekap untuk memastikan sistem selalu dalam kondisi optimal. Keamanan sistem harus menjadi prioritas utama, dengan perlindungan data dari ancaman peretasan atau manipulasi. Setiap pembaruan atau pengembangan pada Sirekap harus diuji coba sebelum diterapkan secara luas untuk memastikan tidak ada masalah teknis yang mengganggu proses rekapitulasi. Evaluasi pasca pemilu adalah langkah penting untuk menilai kinerja penggunaan Sirekap. Evaluasi ini mencakup analisis terhadap kinerja sistem, kepatuhan terhadap SOP, dan efektivitas pelatihan. Hasil evaluasi harus didokumentasikan dan digunakan sebagai dasar untuk perbaikan di masa depan. KPU harus mengembangkan rekomendasi perbaikan yang konkret dan memastikan implementasinya dipantau untuk efektivitas (BASYARI 2024).
Sanksi administratif terhadap KPU adalah instrumen penting untuk memastikan akuntabilitas dan integritas dalam penyelenggaraan pemilu. Sanksi ini mencakup berbagai bentuk, mulai dari teguran tertulis hingga pemberhentian tetap bagi anggota KPU yang terbukti melakukan pelanggaran serius. Sanksi administratif bertujuan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan upaya preventif untuk mencegah terjadinya kesalahan serupa di masa mendatang. Kerjasama lintas sektor adalah bagian penting dari tanggung jawab KPU dalam penggunaan Sirekap. KPU harus bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), ahli teknologi, masyarakat, dan lembaga independen untuk memastikan semua tahapan pemilu berjalan sesuai peraturan, meningkatkan keandalan dan keamanan sistem, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas proses rekapitulasi suara.
2. Tanggung Jawab KPU Secara Pidana
Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam memastikan bahwa seluruh proses pemilihan umum (pemilu) di Indonesia berlangsung dengan jujur, adil, dan transparan. Selain tanggung jawab administratif, KPU juga memiliki tanggung jawab pidana dalam konteks kesalahan penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) (Majid 2023). Kesalahan ini bisa berpotensi menimbulkan sanksi pidana bagi pihak-pihak yang terlibat. Berikut adalah uraian mendetail mengenai tanggung jawab KPU dalam ranah pidana terkait penggunaan Sirekap. Salah satu tanggung jawab utama KPU adalah memastikan bahwa seluruh proses pemilu, termasuk penggunaan Sirekap, mematuhi hukum yang berlaku. Setiap pelanggaran yang berkaitan dengan manipulasi data, peretasan sistem, atau tindakan kriminal lainnya harus ditangani dengan serius. KPU harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, untuk menyelidiki dan menindaklanjuti setiap indikasi pelanggaran pidana.
Untuk mencegah terjadinya tindak pidana dalam penggunaan Sirekap, KPU harus menerapkan langkah-langkah pencegahan yang efektif. Langkah-langkah ini termasuk pengamanan data, pengawasan ketat terhadap akses sistem, dan pelatihan bagi petugas pemilu mengenai implikasi hukum dari penyalahgunaan Sirekap. Pencegahan juga mencakup penggunaan teknologi yang andal dan aman untuk menghindari celah-celah yang bisa dimanfaatkan untuk kejahatan. Jika terjadi kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja dalam penggunaan Sirekap yang menyebabkan kerugian atau ketidakadilan, maka tanggung jawab kriminal bisa dikenakan kepada pihak yang bersalah. Misalnya, jika seorang petugas pemilu terbukti dengan sengaja memanipulasi hasil rekapitulasi suara untuk keuntungan pihak tertentu, tindakan tersebut bisa dikenakan sanksi pidana berdasarkan undang-undang yang berlaku. Proses penegakan hukum harus dijalankan secara transparan dan adil, dengan mempertimbangkan semua bukti dan fakta yang ada.
KPU harus bekerja sama erat dengan aparat penegak hukum dalam setiap tahap penyelidikan dan penuntutan tindak pidana terkait penggunaan Sirekap. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran pidana dapat diungkap dan ditindaklanjuti dengan cepat dan efektif. KPU harus memberikan akses penuh kepada aparat penegak hukum untuk memeriksa sistem Sirekap dan melakukan investigasi yang diperlukan. Dalam hal ini, KPU juga harus memastikan bahwa seluruh data dan informasi yang diperlukan untuk proses penyelidikan tersedia dan dapat diakses oleh aparat penegak hukum. Perlindungan data dan privasi adalah aspek penting dalam tanggung jawab pidana KPU. KPU harus memastikan bahwa semua data yang diolah dan disimpan dalam Sirekap dilindungi dari akses yang tidak sah dan penggunaan yang salah. Pelanggaran terhadap privasi data bisa berakibat pada sanksi pidana bagi pihak-pihak yang terbukti bersalah. KPU harus menerapkan kebijakan keamanan data yang ketat dan memastikan bahwa semua petugas pemilu memahami pentingnya perlindungan data.
Edukasi dan peningkatan kesadaran hukum di kalangan petugas pemilu dan masyarakat umum adalah langkah penting untuk mencegah tindak pidana dalam penggunaan Sirekap. KPU harus mengadakan program edukasi yang menjelaskan implikasi hukum dari tindakan kriminal dalam konteks pemilu. Program ini harus mencakup sosialisasi mengenai jenis-jenis pelanggaran pidana, sanksi yang dapat dikenakan, dan pentingnya menjaga integritas proses pemilu. Ketika terjadi kasus pidana yang melibatkan penggunaan Sirekap, KPU harus memiliki mekanisme penanganan yang efektif. Mekanisme ini harus mencakup prosedur penyelidikan internal, kerja sama dengan aparat penegak hukum, dan penegakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. KPU harus memastikan bahwa setiap kasus pidana diselesaikan dengan transparan dan adil, serta memberikan penjelasan kepada publik mengenai hasil penyelidikan dan penanganan kasus tersebut.
Sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena kesalahan penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Pemilu Serentak 2024 diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 410 ayat (4) UU tersebut menyatakan bahwa anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK/PPLN, dan KPPS/KPPSLN yang melakukan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Selain itu, terdapat sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dapat diterapkan pada pelanggaran terkait sistem elektronik seperti Sirekap. Pasal 45 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun dikenai pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Pasal 45 ayat (3) UU ITE juga menetapkan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Dengan adanya peraturan ini, diharapkan KPU dapat menjalankan tugasnya dengan lebih hati-hati dan profesional dalam mengelola dan mengoperasikan Sirekap untuk memastikan pemilu berjalan dengan adil dan transparan.
3. Tanggung Jawab KPU Secara Etik
Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam memastikan integritas dan kepercayaan publik terhadap proses pemilihan umum (pemilu). Tanggung jawab ini tidak hanya mencakup aspek hukum dan administratif tetapi juga ranah etika (Patricia and Yapin 2019). Tanggung jawab etika KPU adalah kunci untuk menjaga kredibilitas lembaga dan memastikan bahwa semua tahapan pemilu dilaksanakan dengan prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, dan transparansi. KPU harus menjalankan seluruh tugasnya dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika seperti kejujuran, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Kejujuran berarti bertindak dengan integritas dan menghindari segala bentuk kecurangan, sedangkan keadilan mengharuskan KPU memperlakukan semua peserta pemilu dengan setara tanpa diskriminasi (Surbakti, Supriyanto, and Santoso 2011). Transparansi berarti semua proses pemilu harus terbuka dan dapat diawasi oleh publik, dan akuntabilitas mengharuskan KPU bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang diambil.
Salah satu aspek penting dari tanggung jawab etika KPU adalah menjaga netralitas dan independensi dalam setiap tahapan pemilu. KPU harus bebas dari pengaruh politik atau tekanan dari pihak manapun, sehingga setiap keputusan yang diambil berdasarkan hukum dan fakta, bukan karena kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Sirekap, sebagai alat teknologi dalam proses rekapitulasi suara, harus digunakan dengan integritas tinggi. KPU harus memastikan bahwa sistem ini digunakan sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi rekapitulasi suara, serta menghindari segala bentuk manipulasi atau penyalahgunaan. Pengawasan dan evaluasi terhadap seluruh proses pemilu, termasuk penggunaan Sirekap, harus dilakukan secara aktif untuk mendeteksi dan mencegah pelanggaran etika sejak dini. KPU juga harus memiliki mekanisme evaluasi yang sistematis untuk menilai kinerja dan kepatuhan petugas pemilu terhadap kode etik yang berlaku.
Ketika terjadi pelanggaran etika, KPU harus bertindak cepat dan tegas dalam menanganinya. Pelanggaran etika, seperti manipulasi data atau penyalahgunaan wewenang, harus diselidiki secara menyeluruh dan pihak yang terbukti bersalah harus diberi sanksi yang setimpal. Edukasi dan pelatihan yang komprehensif mengenai etika kepada semua petugas pemilu juga merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa semua petugas pemilu memiliki kesadaran etis yang tinggi dan mampu menjalankan tugasnya dengan integritas(Pangestu 2022). Dalam hal pelanggaran etik, KPU dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk teguran, peringatan, dan pemberhentian sementara hingga tetap. KPU harus memastikan bahwa sistem Sirekap digunakan secara efektif dan transparan untuk menghitung hasil pemilu serta memperbaiki kesalahan yang terjadi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Research Method and Materials
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, pendekatan konseptual, pendekatan komparatif, pendekatan politis, serta pendekatan kefilsafatan (Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, and Se 2018).
Bentuk tanggung jawab KPU terhadap penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) pada Pemilu Serentak 2024 mencakup penerapan sanksi administratif, pidana, dan etik untuk memastikan akuntabilitas dan integritas proses pemilu. Kesalahan yang terjadi, baik disebabkan oleh kelalaian maupun unsur kesengajaan, dapat berdampak serius pada hasil pemilu dan kepercayaan publik. Sanksi administratif, seperti teguran dan pemberhentian, diterapkan untuk kesalahan teknis dan administratif, sementara sanksi pidana diterapkan untuk pelanggaran serius seperti manipulasi data. Sanksi etik diberikan untuk menjaga profesionalisme anggota KPU. Untuk memperbaiki penggunaan Sirekap di masa depan, peningkatan pelatihan, pengawasan, kolaborasi lintas sektor, transparansi, dan pengembangan teknologi perlu diterapkan. Dalam Pilkada Serentak 2024, KPU harus memastikan bahwa sistem Sirekap digunakan secara efektif dan transparan dengan cara yang jelas dan transparan untuk memenuhi prinsip keterbukaan dalam penyelenggaraan pemilihan. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan bahwa Sirekap dapat berfungsi optimal dan membantu mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan transparan, serta memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu.
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